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NOMOR12TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN METROPOLITAN

Menimbang;:

Mengingat:

e

DAN PUSAT PERTUMBUHAN DI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

. bahwa wilayah metropolitan merupakan wilayah cepat tumbuh

penuh  persaingan yang mempunyai peran penting dalam
membangun ekonomi wilayah, mensejahterakan masyarakat,
modernisasi, dan keberlanjutan pembangunan sehingga perlu
dikelola dengan baik dan dikembangkan sebagai penggerak
percepatan pembangunan di seluruh wilayah di Jawa Barat;

bahwa pusat pertumbuhan merupakan wilayah yang memiliki
keunggulan karena lokasi, sejarah, atau kebijakan pemerintah
vang dimilikinya sehingga mempunyai wilayah pengaruh yang
luas dan dapat dimanfaatkan scbagai penggerak percepatan

pembangunan di seluruh wilayah di Jawa Barat;

bahwa metropolitan dan pusat pertumbuhan memiliki isu dan
permasalahan serta potensi dan keunggulan berbeda-beda,
apabila dikelola dan dikembangkan secara efektif dan efisien
mampu menghela pembangunan ekonomi, kesejahteraan,
modernitas, dan keberkelanjutannya bagi seluruh masyarakat
Jawa Barat;

bahwa upayva pengelolaan pembangunan dan pengembangan
Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat perlu
dilakukan secara terencana dan terintegrasi oleh Pemerintah
Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota tanpa mengurangi
kewenangan serta tanggung jawab masing-masing Pemerintah
Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, hurufl ¢, dan huruf d, perlu ditetapkan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan
Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat
Pertumbuhan di Provinsi Jawa Barat;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945:



. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20
Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Ncmor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2U59];

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5068);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737)

)
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. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan  Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara dan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai
Walkil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5160);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan
Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi,
Puncak, Cianjur;

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Masterplan  Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008
tentang  Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan
Bandung Utara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 38);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 87);



Menetapkan:

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9
Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 46);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun
2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2010 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 90);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun
2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian
Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2010 Nomor 28 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 91);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan
Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 115);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2012
tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 7

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 121).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN METROPOLITAN DAN PUSAT
PERTUMBUHAN DI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
I. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah

sebagal unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi
Jawa Barat.

w

. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
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. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di lingkungan

Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat.

. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di lingkungan

Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat.

. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD

adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat.

. Organisasi Perangkat Daeral: Kabupaten/Kota yang selanjutnya

disingkat OPD Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu
Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
Kabupaten/Kota yang ada di lingkungan metropolitan dan
pusat pertumbuhan di Jawa Barat.

. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya

disebut Bappeda adalah unsur perencana pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Barat.

. Dewan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat

adalah lembaga yang dipimpin oleh Gubernur bersama-sama
Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Walikota dengan
anggota terdiri dari unsur pemerintah dan unsur pemangku
kepentingan yang bertugas untuk memberikan arahan
pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan.

Badan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat yang
selanjutnya disingkat B-MP2JB adalah lembaga yang secara ex-
officio dipimpin oleh Kepala Bappeda yang memiliki tugas pokok
untuk menyusun Renip Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan,
mengelola  perwujudan  Renip, merancang sinergi dan
konsolidasi pendanaan program pembangunan dan
pengembangan Wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan
di Daerah secara terintegrasi, komprehensif, terpadu, dan
berkesinambungan lintas daerah dan pemerintahan.

Korporasi Pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan
Jawa Barat yang selanjutnya disebut Korporasi Pembangunan
MP2JB adalah sebuah entitas berbadan hukum yang
bertanggung jawab membantu mewujudkan Renip Metropolitan
dan Pusat Pertumbuhan.

Swasta adalah pihak/entitas yang memiliki aset yang bukan
milik pemerintah.

Masyarakal adalah orang seorang, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non
pemerintahan  yang mewakili kepentingan individu, sektor,
profesi, kawasan atau wilayah tertentu dalam pengelolaan
pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat
Pertumbuhan di Daerah.

Metropolitan  adalah  kesatuan  wilayah perkotaan yang
terbentuk karena aglomerasi kegiatan ekonomi, aglomerasi
aktivitas sosial masyarakat, aglomerasi lahan terbangun dan
aglomerasi penduduk minimal satu juta jiwa.

Wilayah Metropolitan terdiri atas kawasan perkotaan dan

kawasan pinggiran perkotaan yang saling memiliki keterkaitan
fungsional.



